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PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
 KABUPATEN BANYUMAS  

 
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
KABUPATEN BANYUMAS, 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik; 

  b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar 
Layanan Informasi Publik dan mempertimbangkan perkembangan informasi di lapangan, perlu 
Penetapan Daftar Informasi Publik setiap tahun; 

  c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tentang Penetapan 
Daftar Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lemabaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4843) ; 

  3. 
 
 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

 
 

 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan 
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah 
Daerah; 

  7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 

  8. 
 
 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 
Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); 
 



9. 
 

Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi 
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. 

 
 MEMUTUSKAN :  

 

Menetapkan  :  

KESATU : Daftar Informasi Publik Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi 
publik yang wajib disediakan dan informasi publik yang dikecualikan. 

KETIGA : Informasi publik yang wajib disediakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas 
informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib 
tersedia setiap saat. 

KEEMPAT : Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan atas 
pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas 
kepentingan umum serta bersikap ketat dan terbatas. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

 
 

             Ditetapkan di  :  Purwokerto 
Pada tanggal  :     Januari 2021 

 
KEPALA DPPKBP3A 

KABUPATEN  BANYUMAS, 
 
 
 
 
 

SUYANTO 
  

 


